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ABSTRAK 

Irfan randy (2019) : Analisis Terhadap Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah 

Milik Pemerintah Daerah Natuna Di Jalan Elang 

Sakti Kecamatan Tampan, Pekanbaru Perspektif 

Fiqih Muamalah 

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Akad Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Tanah Milik Pemerintah Daerah Natuna Di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan, 

Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah”. Adapun latar belakang penelitian ini 

dilakukan karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa sewa-menyewa atau 

ijarah di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Di Jalan Elang Sakti 

Kecamatan Tampan, Pekanbaru secara tidak tertulis (saling percaya). Pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa lapak antara pemilik dan penyewa lapak mempunyai 

hak dan kewajiban masing masing. Namun kewajiban dan hak kedua belah pihak 

terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan pemilik lapak tidak memiliki 

izin dari Pemerintah Daerah Natuna untuk membuat lapak di tanah tersebut.hal 

inilah yang menimbulkan ketidak puasan di salah satu pihak. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa lapak di tanah milik Pemerintah Daerah Natuna Dijalan 

Elang Sakti Kecamatan Tampan, Pekanbaru, bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah 

terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lapak Di Tanah Milik Pemerintah 

Daerah Natuna Di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan,Pekanbaru. 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini tentang “ Analisis Terhadap 

Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Milik Pemerintah Daerah Natuna Dijalan 

Elang Sakti Kecamatan Tampan, Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah.” Oleh 

karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan 

permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan 

Di Tanah Milik Pemerintah Daerah Natuna Di Jalan Elang Sakti Kecamatan 
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Tampan Pekanbaru.tujuan yang diharapkan dari penelitian in adalah untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lapak di tanah 

milik Pemerintah Daerah Natuna Di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan 

Pekanbaru.untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap 

Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Di Tanah Milik Pemerintah 

Daerah Natuna Dijalan Elang Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru.  

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber 

data primer dan skunder dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dokumentasi, riset pustaka, dan analisa data dengan menggunakan 

metode deskriptif dan kualitatif dengan metode penulisan yang digunakan adalah 

metode deduktif, induktif, deskriptif. 

Berdasarkan analisis data ditinjau dari Fiqih Muamalah, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Di Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Natuna Di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru 

ini belum sesuai dengan Hukum Islam, di dalam ajaran islam telah diataur 

bagaimana cara bermuamalah yang benar, kedua belah pihaka diharapkan saling 

menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian 

sewa menyewa lapak antara pemilik dan penyewa lapak masih terdapat unsur 

ketidak adilan, pengingkaran janji, dan keterpaksaan yang disebabkan oleh pihak 

penyewa maupun yang memberikan sewa apabila pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa ini sesuai dengan syariat islam, maka hukumnya diperbolehkan 

(Mubah)tetapi sebaliknya apabila didalam pelaksanaan maupun akad perjanjian 

bertentangan dengan hukum islam maka sangat dilarang dan Hukumnya Haram.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, 

guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta 

termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh 

agama. Sebagai mana firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai 

berikut:  

                         

                               

                       

                               

            

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 

berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
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Makna al-birru (          ) dan at-taqwa (          ) Dua kata ini, memiliki hubungan yang 

sangat erat.Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, 

al-birru (          ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang 

menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. 

                          Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah 

satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari 

seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu 

ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab 

seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. 

                             Tidak jauh berbeda, Syaikh as-Sa‟di rahimahullah mengatakan bahwa al-

birru adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah Azza wa Jalla cintai 

dan ridhai, berupa perbuatan-perbuatan yang zhâhir maupun batin, yang 

berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla atau hak sesama manusia. Dari sini 

dapat diketahui, bahwa termasuk dalam cakupan al-birru, keimanan dan cabang-

cabangnya, demikian pula ketakwaan. 

Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerja sama 

dalam merbuat dosa dan permusuhan,” Allah Ta‟alah menyuruh hamba-hamba-

Nya yang beriman supaya tolong-menolong dalam megerjakan berbagai kebaikan,  

Yaitu kebaikan dan dalam meninggalkan aneka kemunkaran, yaitu ketakwaan, 

serta melarang mereka tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja 

sama dalam merbuat dosa dan keharaman. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas 

bin Malik, dia berkara bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
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Artinya: “Tolong (belalah) saudaramu yang zalim, maupun yang dizalimi.” 

Dikatakan, „Wahai Rrasulullah, menolong orang yang dizalimi itu 

dapat kami pahami, namun bagaimana bisa kami menolong orang yang 

berbuat zalim?‟ beliau bersabda, “Cegah dan laranglah dia dari 

berbuat zalim; begitulah menolongnya
1 

Oleh karena itu Ulama Fiqih menyatakan bahwa dasar hukum 

diperolehkan  akad sewa-menyewa adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ para 

ulama. Beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah: Firman 

Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233: 

                               

                             

                               

                          

                          

           

Artinya: Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

                                                           
1
Muhammad Nasib ar-Rifa‟i Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir ibnu 

katsir Surah al-maaidah – an-Nahal jilid II. Tarji. Syihabuddin, ( Jakarta: Gema Insani, 
2011), cet- 1, h. 12
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seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan 

seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah: 233)
2
 . 

Ayat yang mulia ini adalah kabar tapi maknanya adalah perintah sebagai 

suatu penempatan baginya pada suatu kedudukan yang telah diakui dan tetap yang 

tidak butuh kepada perintah, ialah hendaklah (ibu-ibu),{                          

           } “menyusukan anak-anaknya selama dua tahun”. Dan ketika tahun itu 

diartikan sebagai yang sempurna dan sebagian besar tahun, Allah berfirman, {             

                                          } “dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan”. Apabila seorang bayi telah sempurna dua tahun menyusu, maka telah 

selesailah masa menyusunya dan air susu yang ada setelah itu berfungsi sama 

dengan segala macam makanan. 

 

Artinya: “ Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani 

Ad-Dil sebagai penunjuk jalan padahal ia berada pada agama orang-

                                                           
2 Departemen Agama RI, Op.cit., h. 29 
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orang kafir Quraisy, kemudian keduanya menyerahkan kepadanya kedua 

kendaraan mereka dan mereka saling berjanji kepadanya di gua Tsaur 

setelah berlalu perjalanan tiga malam menggunakan kedua kenderaan 

mereka”. 

Serta Hadits Jabir, “ bahwa ia menjual unta kepada Nabi SAW dan 

mensyaratkan agar ia mengendarainya menuju Madinah.” Dan apa yang boleh 

ditunaikan dengan syarat, maka boleh ditunaikan dengan upah.
3
 Selanjutnya 

Kelompok Hanafiyah mengartikan Ijarah dengan akad yang berupa pemilikan 

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah 

yang disepakati.
4 

Kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa, yang 

dalam fiqh Islam disebut “Ijarah” AI-jarah adalah akad untuk mendapatkan 

manfaat sebagai imbalan.
5 

Menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada 

orang lain dengan suatu ganti pembayaran.
6
 Sewa-menyewa atau Ijarah sering 

dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, 

bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum Ijarah ini layak diketahui 

karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat 

dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, 

yang selalu memperhatikan maslahat dan menghapuskan kerugian.
7
 Idris  Ahmad 

                                                           
3
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jld II, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (jakarta: 

pustaka Azzam, 2007), h. 436 
4
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993),  h. 29 

5
 Sayyid Sabiq Fiqh Sunnah jilit 5, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta, 

Cakrawala publishing, 2009), cet. Pertama, h. 258 
6
 Abdurrahman, Masduha, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya: 

PT Central Media,1995), h. 97 
7
 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),  h. 481 
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dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi‟i, menjelaskan bahwa Ijarah berarti 

upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah 

mengupah yaitu, mu‟jir dan mustajir (yang memberi upah dan yang menerima 

upah).
8 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa yang dimaksud sewa 

menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya 

tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa 

sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan 

tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, 

tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.
9
  

Bapak Rajali berdasarkan observasi penulis di jalan Elang Sakti 

Kecamatan Tampan Pekanbaru, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak, 

Bapak Rajali ini membuka usaha di bidang kuliner, yakni bapak Rajali menjual 

Bakso, soto, Nasi Goreng, Mie Rebus, Gorengan dan lain-lain. Di kehidupan yang 

sekarang ini, umumnya masyarakat ada yang hanya memiliki lahan, tetapi tidak 

memiliki kemampuan atau kesempatan mengelola lahan untuk membuka usaha. 

Sedangkan ada mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan membuka 

usaha, tetapi tidak memiliki lahan. Untuk itulah, mereka melakukan suatu akad 

atau perjanjian kerja sama, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada 

                                                           
8
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),  h. 113 

9
 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

1996),  h. 52 
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pengusaha untuk digunakan, dan mereka mendapatkan bagian dari hasil usaha 

sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.
10 

Dalam sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Natuna antara 

pemilik lahan dan Pak Rajali, perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian tidak 

tertulis. Artinya, lahan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada Pak Rajali. 

Batas waktu yang diberikan tidak ditentukan, tetapi pemilik lahan menyerahkan 

sepenuhnya kepada Pak Rajali sesuai dengan kemampuannya, maksud sewa- 

menyewa lahan tanah milik Pemerintah Daerah Natuna yang dibuat tidak 

mempunyai batas waktu tertentu. Apabila Pak Rajali tidak mampu lagi 

menggunakan, maka lahan tersebut diserahkan kembali kepada pemilik lahan. 

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan milik Pemerintah Daerah 

Natuna yang dilakukan pemilik lahan dengan menyerahkan lahannya dalam 

keadaan kosong tanpa ada apapun di lahan tersebut, dan modal usaha yang akan 

dijual dari pihak yang mengelola. Adapun ketentuan yang berlaku pada Pak Rajali 

dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa lahan milik Pemerintah Daerah 

Natuna adalah setelah akad dilakukan maka mulailah membuka usaha, masalah 

perawatan lahan, tidak ada kesepakatan tapi dalam mengelola lahan pihak pemilik 

lahan mematok harga sebesar Rp. 400.000 satu bulannya.  

Sewa-menyewa atau Ijarah pada kasus ini dilakukan secara tidak tertulis 

(saling percaya). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemilik 

                                                           
10

 Pak Rajali, (penyewa Lahan), Wawancara, di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, Tanggal 2 Maret 2019. 
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lahan dengan Pak Rajali mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
11 

Dalam 

kasus sewa-menyewa lahan ini terdapat pihak yang dirugikan, yakni Pemerintah 

Daerah Natuna karena hasil dari sewa-menyewa Pak Rajali tidak diterima oleh 

Pemerintah Daerah Natuna tetapi diterima oleh pemilik lapak , sedangkan pemilik 

lapak tersebut tidak mendapat izin dari Pemerintah Daerah Natuna untuk 

membuka lapak di tanah milik Pemerintah Daerah Natuna tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya membuat 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis Praktek Akad 

Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Milik Pemerintah Daerah Natuna di Jalan 

Elang Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru Perspektif FIQIH Muamalah”. 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini tentang “Analisis Terhadap 

Akad Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Milik Pemerintah Daerah Natuna di Jalan 

Elang Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah.” Oleh 

karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan 

permasalahan yang telah penulis jelaskan. 

C. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi 

ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
11

 Pak Nazar, (pemilik lapak), Wawancara, di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, Tanggal 2 Maret 2019. 
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1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah milik Pemerintah 

Daerah Natuna dijalan Elang sakti? 

2. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap perjanjian sewa-menyewa tanah 

milik Pemerintah Daerah Natuna dijalan Elang sakti? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah milik 

Pemerintah Daerah Natuna dijalan Elang sakti 

b. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian 

sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Natuna dijalan Elang sakti 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa-

menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Natuna dijalan Elang sakti  

menurut analisi Fiqih Muamalah terhadap permasalahan tersebut. 

b. Untuk  memenuhi  tugas-tugas  dan  syarat  dalam  menyelesaikan  studi  

pada  Fakultas Syari‟ah dan Hukum, juga diharapkan sebagai bahan rujukan 

kepustakaan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Elang Sakti Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, karena tanah yang menjadi objek penelitian terletak di Jalan Elang 

Sakti tersebut dan loksinya mudah dijangkau. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Riesearch) dimana data 

dan sumber diperoleh dari lapangan dan literatur yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3. Subjek dan Objek Penelian 

a. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan perjanjian sewa-menyawa tanah Pemerintah Daerah Natuna. 

b. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan 

perjanjian Sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Natuna dijalan 

Elang sakti Menurut Perspektif Fiqih Muamalah. 

4. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metodelogi dengan pendekatan kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural settings) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna merupakan hal 

yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami konteks sosial 

ataupun permasalahan yang ditemukan di lapangan secara lebih luas dan 

mendalam. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pak Rajali (Penyewa 

lahan), Pak Nazar (Pemilik lapak), Pemerintah Daerah Natuna (Pemilik 

Tanah), dan Buk Loza (Bagian Bpkad Natuna). Karena sumber data dalam 
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penelitian ini hanya terdapat 4 pihak, oleh karena populasi pada penelitian ini 

sedikit maka seluruh populasi menjadi sampel dengan total sampling. 

6. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian penulis mengunakan data 

primer dan skunder. 

Data primer yang penulis dapatkan langsung dari responden di lokasi 

penelitian dan objek penelitian.
12

 

Data skunder yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari 

data yang kita butuhkan.
13

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang 

standar.
14

 

b. Interview, yaitu penulis langsung mengadakan wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. 

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data 

dari catatan dokumentasi administrasi sesuai dengan masalah yang penulis 

teliti. 

 

                                                           
12 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta : Kencana, 2008). h. 122 

13 Ibid , h.122 

14
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Cetakan. Ke-1, h.197 
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8. Teknik Analisis Data 

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan 

metode analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil 

penulis kumpulkan, m 

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif. 

9. Teknik Penulisan 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu menguraikan permasalahan secara umum untuk 

menarik kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu mencari data khusus untuk menarik kesimpulan yang 

umum. 

c. Metode Deskriptif Analitik, mengambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memehami isi penelitian ini maka penulis 

membagi dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut 
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BAB I :  Pendahuluan  

  Terdiri dari pendahuluan yang  menjelaskan latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, metode penelitian serta sistematika 

penulisan 

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi, lokasi lapak dan aset aset Pemerintah Daerah Natuna di 

Pekanbaru. 

BAB III      :  Tinjauan Teoritis Tentang Sewa-menyewa 

  Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari 

penjelasan istilah, dasar hukum perjanjian sewa-menyewa, fatwa 

tentang perjanjian sewa-menyewa, rukun dan syarat syah perjanjian 

sewa-menyewa dan akad perjanjian sewa-menyewa 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

  Pada bab ini akan menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian 

Sewa-Menyewa tanah milik Pemerintah Daerah Natuna dijalan 

Elang sakti dan analisis fiqih muamalah terhadap perjanjian sewa-

menyewa tanah milik Pemerintah Daerah natuna 

BAB V :  Kesimpulan dan Saran  

 Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya 

ilmiah(skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan 

daftar pustaka 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Natuna 

Kabupaten natuna adalah salah satu kabupaten di provinsi kepulauan 

riau, indonesia. Natuna merupakan kepulaun paling utara di selat karimata. Di 

sebelah utara, natuna berbatasan dengan vietnam dan kamboja, di selatan 

berbatasan dengan sumatera selatan dan jambi, di bagian barat dengan singapura, 

malaysia, riau dan dibagian timur dengan malaysia timur dan kalimatan barat. 

Natuna berada pada jalur pelayaran internasional hongkong, jepang, korea selatan 

dan taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan 

minyak bumi natuna diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas 

bumi 112.356.680.000 barel. Hewan khas natuna adalah kekah
15

. 

Sejarah kabupaten natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah aspek 

kepulauan riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonom, kabupaten 

natuna merupakan bahagian dan wilayah kepualauan riau. Kabupaten natuna 

dibentuk berdasarkan undang-undang no. 53 tahun 1999 yang yang disahkan pada 

tanggal 12 oktober 1999, dengan dilantiknya bupati natuna Drs. H.Andi Rivai 

Siregar oleh menteri dalam negeri ad interm jendral TNI Faisal Tanjung di 

Jakarta.   

Berdasrakan kondidsi fisiknya, kabupaten natuna merupakan tanah 

berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di 

                                                           
15

 http://www.natunakab.go.id//  publiction dowload. Html.diakses tanggal 10 oktober 
2019 
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pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara kecamatan cukup beragam, yaitu 

berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan 

kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari 

tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan 

granit, dan alluvial serta tanah organosol dan glay humus. 

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten 

natuna, provinsi kepulauan riau indonesia. Kabupaten natuna memiliki 15 

kecamatan, 6 kelurahan dan 70 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 

275 desa di seluruh kepulauan riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya 

sebesar 74.977 jiwa dengan luas wilayahnya 2.009,04 km
2  

dan sebaran penduduk 

37 jiwa/km
216 

B. Letak geografi . 

Kota Pekanbaru terbagi atas beberapa Kecamatan. Salah satunya, adalah 

Kecamatan Tampan yang  merupakan salah satu Kecamatan yang  terbentuk 

berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1987, tentang 

perubahan batas antara kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 

14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 km
2
. Kecamatan Tampan terbentuk 

dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang 

Baru dari Kecamtan Kampar, Desa Sido Mulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa 

Tampan dari kecamatan Siak Hulu.
17

 

                                                           
16

Disadur dari http://www.natuna.go.id/  publiction dowload. Html.diakses tanggal 10 
oktober 2019 

17
 Disadur dari https ://pekanbaru. Bps.go.id/publiction/dowload .html?nrbvfeve, 

diakses tanggal 21September 2019 
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Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota 

Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 274 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan 

adalah 59.81 km
2
  dengan jumlah Kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu :  

1. Kelurahan Simpang Baru 

2. Kelurahan Sidomulyo Barat  

3. Kelurahan Tuah Karya 

4. Kelurahan Delima 

5. Kelurahan Tuah Madani 

6. Kelurahan Sialang Munggu  

7. Kelurahan Tobek Godang  

8. Kelurahan Bina Widya 

9. Kelurahan Air Putih 

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah : 

. Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai 

. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar  

. Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki 

Lokasi penelitian terletak dijalan Elang Sakti, Kecamatan Tampan, 

Kelurahan Simpang Baru. Kelurahan Simpang Baru terdiri dari 10 Rukun Warga 
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(RW) Rukun Tetangga (RT). Dari jumalah tersebut, Luasa wilaya Kelurahan 

Simpang Baru + 8 KM
2
 dengab total jumlah penduduk 8.304 jiwa.

18
 

C. Sejarah Kepemilikan Tanah Kabupaten Natuna Di Jalan Elang Sakti 

Pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Natuna membeli beberapa tanah 

di kota pekanbaru tepatnya di Kecamatan Tampan untuk di jadikan aset Daerah, 

Tanah yang di beli tersebut terletak dijalan Elang Sakti, Kelurahan Simpang Baru 

dan di Jalan Bangun Karya Kelurahan Tuah Karya untuk dijadikan asrama Natuna 

sebagai tempat tinggal bagi calon mahasiswa yang akan menimba ilmu di Kota 

Pekanbaru. Namun yang terealisasi untuk pembuatan Asrama Natuna hanya tanah 

yang  terletak di Jalan Bangun Karya saja karna rencana pembangunan tahap awal 

di pililah asrama mahasiswa natuna di jalan bangun karya setelah itu baru akan di 

bangun asrama mahasiswa natuna di jalan elang sakti. Kenyataannya setelah 

pembangunan asrama mahasiswa natuna di jalan bangun karya selesai, anggaran 

pembangunan asrama mahasiswa di jalan elang sakti terdapat masalah, oleh 

karena itu pembangunan asrama mahasiswa natuna di jalan elang sakti ditunda 

hingga di dapatkan pemecahuan masalah tersebut. hasilnya, pembangunan 

tersebut tidak kunjung dilakukan hingga smpai sekarang tanah tersebut masih 

kosong seperti sediakala.  

Setelah sekian lama tanah tersebut ditinggalkan kosong tanpa ada upaya 

untuk membngun akhirnya warga sekitar mellihat adanya peluang untuk 

melakukan transaksi jual beli ditanah tersebut karna letaknya pun strategis tidak 

                                                           
18

 Dokumen kelurahan simpang baru 2019 
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jauh dari kampus Universitas Riau sehingga dibuatlah lapak yang ada ditanah 

tersebut yang tanpa sepengetahuan pemerintah daerah natuna, sedangkan ditanah 

tersebut sudah tertulis bahwa tanah tersebut milik pihak pmemerintah Daerah 

Natuna. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN (AKAD) 

A. Pengertian Perjanjian (Aqad) 

Pengertian akad dalam kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, 

perjanjian
19

. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-

rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan 

menjadi seperti seutas tali yang satu
20

. Sebagaimana pengertian akad adalah 

perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Quran 

setidaknya ada 2 istilah yaitu al „aqdu (akad) dan al „ahdu (janji)
21

. Akad adalah 

suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara‟ yang 

menetapkan adanya akibat-akaibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan 

pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya
22

.
 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara etimologi berarti 

perikatan , perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad 

didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan dalam melakukan ikatan) dan 

                                                           
19

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 
Pustaka, 2001), Cet Ke-1, h.18 

20
 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2000), Cet ke-1, h. 75 
21

 Gemala  dewi, Wirdyaningsih , Yeni Salmah Berlinti Hukum Perikatan di 
Indonesia,(Jakarta:kencana,2005), Cet ke-1, h.5 

22
 Ahamad Azhar Basir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),( 

Jakarta:UII Press,2000) h. 65 
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qobul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh 

kepada objek perikatan. 

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksud 

bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap 

sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. Misalnya, kesepakatan untuk 

melakukan teransaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang 

lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” 

maksudnya adalah terjadiny perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang 

melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).
23 

Hukum perjanjian dalam kontek hukum barat diatur dalam ketentuan 

Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata dibawa judul 

“Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian” 

menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.
24

 

Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-

Sanhury, akad  ialah perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan syara yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak  

 

 

                                                           
23

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Safiuddin Shidiq, Fiqih Muamalat, 
(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-!, hal. 50 

24
 R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta:PT> 

Diana  Rakyat,2009), Cet Ke-4,h.338 
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B. Landasan Syariah Perjanjian (Aqad) 

1. Al-Quran 

a. QS. Al-Maidah (5) ayat 1 

                          

                     

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya”.
25

 

QS. Al-Isra‟ (17) ayat 34: 

                               

        

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 

Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”
26

 

QS. Maryam (19) ayat 54: 

                            

                                                           
25

 Departemen Agama RI,Opcit , h 107 
26

 Ibid, h 286 
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 Artinya:“Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang 

tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang 

benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi.” 
27

 

 QS. Al- Anfal (8) ayat 55-56: 
 

                      

              

 

 Artinya:“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah 

orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (yaitu) orang-

orang yang kami telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu 

mereka mengkhianati janjinya pada Setiap kalinya, dan mereka tidak 

takut (akibat-akibatnya).”
28 

QS. At-Taubah (9) ayat 75-77: 

                      

                       

                             

         

                                                           
27

 Ibid, h. 310 
28

 Ibid, h. 185 
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Artinya:“Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah:  

"Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada 

Kami, pastilah Kami akan bersedekah dan pastilah Kami Termasuk 

orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 

sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan 

berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu 

membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada 

hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena 

mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka 

ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.”
29

 

 QS. An-Nahl (16) ayat 91-92:  

                        

                          

                       

                              

     

Artinya:“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

                                                           
29

 Ibid, h. 200 
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(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan 

yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi 

cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai 

alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih 

banyak jumlahnya dari golongan yang lain.
30 

2. Hadis                                      

                                                                                               
 

Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanaya Rasulullah SAW. Bersabda:  

“Tanda orang munafik itu ada tiga yaitu: bila berkata ia dusta, bila 

berjaji ia melanggar, dan bila dipercaya ia berkhianat”.(riwayat Buhari 

dan Muslim).” 

Dalam riwayat muslim ada tambahan “walaupun ia berpuasa dan 

mengerjakan shalat serta beranggapan bahwa dirinya muslim”.
31

 

C. Shiqhat Perjanjian (Aqad) 

Yang dimaksud dengan siqhat akad adalah dengan cara bagaimana ijab 

qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. 

                                                           
30

 Ibid, h. 278 
31

 Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Jilid 1, penerjemah , Muslich Shabir (Semarang: PT 
Karya Toha Putra, 2014), h. 351 



25 
 

 
 
 

Shighat akad dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarta yang 

memberikan pengertian dengan jelas tentang adannya ijab dan qabu, dan dapat 

juga merupakan perbuatan yang telah terjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.  

a. Shighat aqad secara lisan  

Suatu aqad yang bisa untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah 

dengan kata-kata. Oleh karena itu aqad dipandang telah terjadi apabila ijab dan 

qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apapun 

yang digunakan, susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. 

Yang penting jangan sampai mengamburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak 

yang bersangkutan, agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dibelakang 

hari. 

b.shighat aqad dengan tulisan  

Tulisan adalah juga suatu cara yang biasa dilakukan untuk menyatakan 

suatu keinginan. Oleh karenanya apabila dua pihak yang akan melakukan akad 

tidak ada di satu tempad, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang di 

bawa seseorang utusan atau melalui pos. 

Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerila dan membaca surat 

dimaksud. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang 

waktu, kabul supaya dilakukan sesuatu dengan lama tenggang waktu tersebut
32

. 

 c. Shigahat aqad dengan isyarat 
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Apabila seseorang tidak munkin menyatakan ijab dan kabul dengan 

perkataan, karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Tetapi dengan syarat 

iapun tidak dapat menulis. Sebab, keinginan seseorang yang dinyatakan dengan 

tulisan lebih menyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Hingga 

apabila seseorang bisu dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, maka 

akadnya dipandang tidak sah. 

 d. Aqad dengan perbuatan 

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, 

ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah 

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara itu 

disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual-beli dengan 

mu‟athah). 

Misalnya lagi dalam akad sewa-menyewa, kita naik bis kota umpamanya, 

tampa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang yang seharga karcis bis tersebut. 

Sewa menyewa seperti ini disebut juga sewa menyewa dengan mu‟athah. 

Yang penting dalam cara mu‟athah untuk menumbuhkan akad, jangan 

sampai terjadi semacam tipuan, kicuhan dan sebagainya. 

Dalam pada itu yang harus pula diperhatikan dalam sighat akad ini adalah: 

1. Jelas pengertiannya 

2. Harus sesuai antara ijab dan qabul 
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3. menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak tidak dipaksa. Tidak ditakut-

takuti
33

. 

D. Syarat-Syarat Perjanjian (Aqad) 

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian: 

1. Syarat syar‟i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara‟, yang  harus ada 

untuk bisa terujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si 

„aqid untuk keapsahan akad. 

2. Syarat ja‟li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai 

dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. 

syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) 

dengan akad, seperti mengaitkan kafalah dengan talak. 

Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, 

yaitu: 

a. Syarat in‟iqad (terjadinya akad) 

b. Syarat sah 

c. Syarat nafadz 

d. Syarat luzum. 

1. Syarat In’iqad 

Pengertian syarat in‟iqad adalah sebagai berikut. 

.Syarat ini ada dua macam: 
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              a. Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini 

meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad, dan ini sudah dibicarakan 

dalam uraian terdahulu. 

b. Syarat kahusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad,bukan dalam 

akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat 

penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, i‟arah, gadai dan lain-

lain. 

2. Syarat Sah 

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ untuk tinbulnya 

akibat-akibat hukum dari sesuatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka 

akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual 

beli disyaratkan oleh hanafiah, terbebas dari salah satu „aib (cacat) yang enam 

yaitu (1) jahalah (ketidak jelasan), (2) ikrah (paksaan), (3) tauqit (pembatasan 

waktu), (4) gharar (tipuan/ketidakpastian), (5) dharar,(6) syarat yang fasid. 

3. Syarat Nafadz (Kelangsungan Akad) 

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat: 

a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad 

harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan 

(perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan 

(perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf 

(ditangguhkan), bahakan menurut asy-syafi‟i dan ahmad, akadnya batal. 
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b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang 

menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf, tidak 

nafidz. Hak orang lain tersebut ada tiga macam, yaitu sebagai berikut. 

1. Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi 

objek akad, seperti menjual barang milik orang lain. 

2. Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, 

seperti tasarruf orang yang pailit yang belum dinyatakan mahjur „alaih 

terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para kreditor. 

3. Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si aqid, bukan dengan 

barang yang menjadi objek akad. 

4. Syarat luzum 

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk 

mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak 

adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan di-fasakh-nya akad oleh 

salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar 

syarat, khiyar aib, atau khiyar ru‟yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) 

bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisiseperti itu ia boleh 

membatalkan akad atau menerimanya.
34

 

setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan 

syara‟ yang wajib disempurnakan, syarat syarat terjadinya akad ada dua macam. 
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a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. 

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 

wajib ada dalam sebagian akad. Syarat kahusus ini bisa juga disebut syarat 

idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, 

seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 

      Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. 

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah 

akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang 

berada dibawa pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya. 

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

3. Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai 

hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. 

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti jual beli 

mulasamah. 

5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahan 

diangap sebagai imbangan amanah. 

6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila 

orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka 

batallah ijabnya. 
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7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab 

sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi 

batal.
35

 

E. Macam-Macam Perjanjian (Aqad) 

Akad dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan meninjaunya dari 

beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari 

segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shighat-nya, dan dari segi 

maksud dan tujuan. 

1. Ditinjau Dari Segi Hukum dan Sifatnya 

Ditinjau dari segi hukum dan sikapnay akad, menurut jumhur ulama, terbagi 

kepada dua bagian: 

a. Akad shahih. 

b. Akad ghair shahih (batil/fasid) 

Sedangkan menurut hanafiyah akad terbagi kepada tiga bagian dengan 

membagi akad. 

      ghair shahih menjadi dua bagian: 

a. Akad shahih. 

b. Akad ghair shahih: 

1. Akad yang batil; 

2. Akad yang fasid. 
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Dari pembagian tersebut terlihat adanya perbedaan antara jumhur ulama 

dan hanafiah. Jumhur ulama membagi akad kepada shahih dan batil atau fasid, 

sementara Hanafiah membaginya kepada tiga bagian, yaitu shahih, fasid, dan 

batil. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dan batil, sedangkan hanafiah 

menggangap bahwa fasid tidak sama dengan batil, perbedaan antara fasid dan 

batil akan dijelaskan dalam uraian berikut ini. 

a. Akad shahih 

1. Definisi akad shahih 

Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh wahabah zuhaili memberikan definisi 

akad yang shahih sebagi berikut. 

          Akad yang shahih adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya 

dan sifatnya. Dari definsi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang shahih adalah 

suatu akad yangterpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam 

definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan kabul, para pihak yang melakukan 

akad, dan objeknya. Sedangkan yangdimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang 

tidak tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. 

Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara 

sepontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan 

kewajiban. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

memilik ahliyatul ada‟ yang sempurna, dengan objek mal mutaqawwim, untuk 

tujuan yang dibenarkan oleh syara‟, menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya 
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hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi 

penjual . 

2. Pembagian akad shahih 

Akad shahih menurut Hanafiah dan malikiyah terbagi kepada dua bagian: 

a. Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan); 

b. Akad yang mauquf (ditangguhkan). 

Pengertian akad nafidz adalah akad yang dilakukan oleh orang yang 

memiliki ahliyatul ada‟ (kecakapan) dan kekuasaan. Contohnya seperti akad yang 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus 

hartanya sendiri, atau oleh wali atau washiy dari anak yang masih di bawah umur, 

atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh si pemilik). Hukum akad semacam ini 

menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tampa menunggu persetujuan 

orang lain. 

Pengertian akad mauquf adalah suatu akad yang dilakulan oleh orang 

yang memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak 

memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. 

Contohnya seperti akad fudhuli, atau akad yang dilakukan oleh anak yang 

mumayyiz dalam akad yang spekulatif (munkin menguntungkan, munkin 

merugikan). Hukumnya akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum 

kecuali apaila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak 

disetujui maka akadtersebut hukumnya batal. Akan tetapi, menurut Syafi‟iyah dan 

Hanabilah, akad ini hukumnya batal. 



34 
 

 
 
 

Akad nafidz terbagi kepada dua bagian: 

1. Akad lazim; 

2. Akad ghair lazim. 

Pengertian akad lazim adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh 

salah satupihak tampa persetujuan pihak yang lain, seperti jual beli dan 

ijarah (sewa-menyewa). Dasar hukum untuk akad lazim ini adalah firman 

Allah SWT dalam surah Al-Ma‟idah (5) ayat 1: 

                             

                                   

                         

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.
20

 Sifat 

luzum (terikat) menurut Hanafiah dan Malikiyah timbul dengan 

selesainya akad (ijab dan kabul). Akan tetapi, menurut Syafi‟iyah dan 

Hanabilah akad tersebut belum mengikat kecuali setelah para pihak 

yang melakukan akad berfisah secara Fisik, atau mereka melakukan 

khiyar, dan kemudian memilih akad dilanjutkan. Dasar yang digunakan 

oleh syafi‟iyah dan hanabilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-

Buhari dari hakim ibnu Hizam dari nabi SAW beliau bersabda: 

penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum 

berpisah. Apabila keduanya benar (jujur) dan jelas maka mereka berdua diberi 

keberkahan dalam jual beli mereka. Tetapi apabila mereka berdusta, dan 

menyembunyikan sesuatu maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka. 
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Pengertian akad ghair lazim atau akad jaiz adalah suatu akad yang bisa 

di-fasakh (dibatalkan)  oleh  salah  satu  pihak  tanpa  memerlukan  persetujuan  

dari  pihak  yang  lain.Kondisi ini bisa terjadi karena watak akadnya itu sendiri, 

seperti akad wakalah dan i‟arah (pinjaman),atau karena kemaslahatan orang 

yangmelakukan akad seperti akad yang mengandung khiyar.
36 

b. Akad Ghair Shahih 

Akad ghair shahih difenisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut. 

Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang 

pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ghair shahih adalah 

suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya yang dilakukan 

oleh anak dibawah umur, atau jualbeli babi, dan minuman keras. Dilihat dari 

aspek hukumnya akad ghair shahih ini tidak menimbulkan akibat hukum, yaitu 

tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat 

dari akad tersebut. 

Jumhur fuqaha selain Hanafiah memandang akad ghair shahih itu 

meliputi akad yang batil dan fasid, yang kedua-duanya mempunyai pengertian 

yang sama. Akan tetapi, fuqaha Hanafiah berpendapat bahwa akad ghair shahih 

itu terbagi kepada dua bagian masing-masing mempunyai pengertian yang 

berbeda, yaitu batil dan fasid. Hanya saja pembagian ini terbatas kepada akad-

akad yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akad-akad yang 
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menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad, 

seperti jual beli, ijarah, hibah, hiwalah, qardah, syirkah, muzara‟ah, dan 

sebagainya. Adapun akad-akad yang bukan maliyah, seperti wakalah, wasiat, dan 

pernikahan, dan akad maliyah yang tidak ada kewajiban timbal balik, seperti 

i‟arah (pinjaman), wadi‟ah (titipan), talak, wakaf dan lain-lain maka tidak ada 

perbedaan antara batil dan fasid. 

Pengertian akad yang batil menurut hanafiah adalah sebagai berikut. 

Adapun akad yang batil adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) 

rukunya atau objeknya; atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan 

tidak pula sifatnya. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang batil adalah akad 

yang sama sekali tidak terpenuhi rukun, objek, dan syaratnya. Oleh karena itu, 

hukum akad batil adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum sama 

sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 

yang melakukan akad. Contohnya jual beli oleh orang gila, atau anak di bawa 

umur, jual beli mal ghair mutaqawwim, seperti babi, minuman keras, dan ikan 

yang masih ada di dalam air laut. 

Pengertian akad yang fasid menurut Hanafiah adalah sebagai berikut. 

Akad yang fasid adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya, 

tidak dengan sifatnya. 
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Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad fasid itu adalah suatu 

akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki ahliyah, objeknya dibolehkan 

oleh syara‟, ijab kabul-nya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang 

oleh syara‟. Contohnya seperti jual beli barang yang majhul (tidak jelas), yang bisa 

menimbulkan perselisihan, menjual mal mutaqawwim dengan harga pembayaran 

berupa mal ghair mutaqawwim, jual beli salah satu mobil dari mobil-mobil yang 

ada tampa menentukan mobil mana yang dijual. 

Akad fasid hukumnya fasakah (dibatalkan), baik oleh salah satu pihak, 

atau oleh hakim, apabila ia mengetahui bahwa akadnya dilarang oleh syara‟. 

Fasakh ini berlaku dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut. 

1. Barang yang menjado objek akad masi ada dan utuh seperti halnya 

sebelum diterima. Apa bila barangnya telah rusak atau telah berubah 

bentuknya, misalnya tepung telah dimasak menjadi roti, maka fasakh tidak 

berlaku. 

2. Barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannya dengan hak orang 

lain. Apabila ada sangkutan dengan hak orang lain, maka fasakh tidak 

berlaku. 

Akad yang batil dilarang karena ada faktor asasi yang tidak terpenuhi, 

sedangkan akad fasid dilarang karena ada sifat yang menetap (mulazim) dengan 

akad. Apabila larangan itu karena sifat yang ghair lazim (tidak menyatu), 

melainkan karena sifat yang bergandengan (mujawir), maka hukum akadnya 
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adalah makruh karahah tahrim menurut Hanafiah, dan haram yang mengakibatkan 

dosa menurut jumhur fuqaha.
37    

F. Berakhirnya Perjanjian (Aqad) 

Dalam kontek hukm Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan 

berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut: 

1. Berakhirnya masa berlaku akad 

Biasanay dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu 

perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara 

otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh 

para pihak. 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad 

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar 

ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam 

pembuatan perjanjian terdapat unsur kehilafan atau penipuan. Kekhilafan 

bisa menyankut obyek perjanjian (error in objecto), maupun mengenai 

orangnya (error in persona). 

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

Hal ini berlaku untuk membuat perikatan untuk berbuat sesuatu. Yang 

membutuhkan adanya kompetisi khas. Sedangkan perjanjian dibuat dalam 

hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam memberi sesuatu katakanlah 

dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian akan berlaku bagi ahli 
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warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian 

pinjam uang, kemudian meninggal makia kewajiban untuk 

mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.
38

 

G. Hikma Perjanjian (Aqad) 

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manuasia tentu 

mempunyai hikmah, antara lain: 

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 

berteransaksi atau memiliki sesuatu. 

2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, 

karena telah diatur secara syar‟i. 

3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, 

sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
39

 

H. Rukun Dan Syarat Ijarah 

1. Rukun Ijarah 

Menurut ulama Hanafiah, rukun ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain 

dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti‟jar, al-iktira‟, dan al-ikra. Adapun 

menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu: 

1. Aqid, yaitu mu‟jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir (orang yang     

menyewakan) 
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2. Shighat akad, yaitu ijab dan kabul 

3. Ujrah (upah). 

4. Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan 

tenaga dari orang yang bekerja.
40

 

2. Syarat Ijarah 

Adapun syarat syarat Al-ijarah adalah sebagaimana yang ditulis nasrun 

Haroen sebagai berikut: 

1. Yang terkait dengan 2 orang yang berakat. Menurut ulama Syafiiayah dan 

hanabilah disayaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang 

yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila iajarahnya 

tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa kedua 

orang yang berakat itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak 

yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad Al-ijarah, hanya 

pengesahannya perlu persetujuan walinya. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad Al-

ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka 

akad Al-ijarahnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. An-

Nisa‟(4) ayat: 29. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
41 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As‟di, dalam kitap Tafsir as-Sa‟di 

menjelaskan Allah Swt melarang para hambaNya yang beriman dari memakan 

harta di antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta 

dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan  

pencaharian yang hina, bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini 

adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal 

tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian setelah 

Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan 

bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak 

terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat 

seperti saling ridha dan sebagainya.
42

 

3. Manfaat yang menjadi objek al-iajarah harus diketahui, sehingga tidak muncul 

perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, 

maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan 
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menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di 

tangan penyewanya. 

4. Objek Al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan   tidak 

ada catatannya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqih sepakat, bahwa tidak boleh 

menyewakan sesuatu yang tidak boleh deisrahkan dan dimanfaatkan langsung 

oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat 

langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan. 

5. Objek Al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh sebab itu, para 

ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk 

menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, 

demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat. 

6. Yang disewakn itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa 

orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang 

yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqih sepakat 

mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan 

haju merupaka kewajiban penyewa itu sendiri. 

7. Objek Al-ijarah itu merupakan sesuaut yang biasa disewakan seperti, rumah, 

kenderaan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan 

akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan 

penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk 

sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu. 
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8. Upah atau sewa dalam Al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi.
43

 

I. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh mu’jir (orang yang mnyewakan) dan 

musta’jir (penyewa) 

Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh mu‟jir (orang yang 

menyewakan) dan musta‟jir (penyewa) ialah sebagai berikut: 

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar 

peneyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, 

memperbaiki mobil yang ia sewakan, melengkapi rumah yang ia sewakan 

dengan segala perabotannya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, 

dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah 

tersebut. 

2. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi 

karena perbuataannya (wajib membersihkan rumah yang disewakan seperti 

pada waktu awal menyewa). Kemudian menyewakan apa yang ia sewa 

sebagaimana ketika menyewanya. 

3. Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, mu‟jir dan musta‟jir. 

Karena ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya 

serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh 

membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada 

kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. 

Maka, dalam hal ini boleh membatalkan akad. 
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4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada 

penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia 

menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama 

masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak 

mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut atau tidak berhak mendapatkan 

bayaran secara utuh.
44

 

J. Hikmah Ijarah 

Hikmah dalam pensyariatan sewa menyewa sangatlah besar sekali, 

karena didalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang 

pastilah tidak sama dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, apabila persewaan tersebut 

berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan 

sifat dan kuantitasnya. 

Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan 

dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan 

manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa di 

duga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.
45 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari urain di atas yang telah dipaparkan oleh penulis dan hasil penelitian 

serta dari data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan: 

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah milik Pemerintah Daerah 

Natuna di Jalan Elang Sakti menggunakan akad perjanjian, dimana akad 

perjanjnian tersebut tidak dinyatakan secara tertulis melainkan akad 

perjanjian tersebut dinyatakan secara lisan (saling percaya). Pelaksanaan 

perjanjian sewa menyewa lapak yang dilaksanakan di Jalan Elang Sakti 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru mempunyai hak dan kewajiban 

masing-masing. Namun hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang 

tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan pemilik lapak tidak memiliki 

izin dari Pemerintah Daerah Natuna untuk membuat lapak di tanah 

tersebut. Hal inilah yang menimbulkan kerugian disalah satu pihak. 

2. Analisis Fiqih terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang 

terjadai di tanah milik Pemerintah Daerah Natuna di Jalan Elang Sakti 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan konsep islam, 

karena masih terdapat unusur-unsur ketidak adilan, pengingkaran janji, 

dan keterpaksaan yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun yang 

memberikan sewa. 
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B. SARAN 

1. Kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa 

lapak ini hendaknya terlebih dahulu memperhatikan hukum dalam 

perjanjian sewa-menyewa lapak yang sesuai dengan syari‟at 

islam/hukum yang mengatur permasalahan perjanjian sewa-menyewa 

lapak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

2. Kepada pemerintah daerah natuna diharapkan juga memberikan 

peringatan terhadap orang yang melakukan pelaksanaan sewa-menyewa 

di tanah milik pemerintah daerah natuna tersebut,( pak rojali dan pak 

nazar sebagai penyewa dan pemilik lapak), supaya mereka memahami 

hukum dari perjanjian sewa-menyewa lahan tersebut dan menjelaskan 

aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam. 
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